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ABSTRAK 
Elsa Trisnawati 1148010103: “ANALISIS OPINI BADAN PEMERIKSA 
KEUANGAN (BPK) ATAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH” (Studi Kasus 
Pemerintahan Kota Bandung 2014-2016). 
Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan pendapat mengenai 
kewajaran suatu laporan keuangan. BPK bertugas sebagai audit yang kegiatnnya 
memeriksa laporan keuangan apakah terdapat pelanggaran atau tidak. Semakin 
banyak pelanggaran maka akan semakin buruk penilaian BPK terhadap laporan 
keuangan tersebut. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang 
menyebabkan Pemerintah Kota Bandung mendapatkan Opini Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP) dari BPK. Selain itu, untuk mengetahui sejauhmana tindak 
lanjut hasil rekomendasi dari BPK yang dilakukan oleh Pemkot Bandung dan 
starategi Pemkot Bandung agar di tahun 2017 mendapatkan opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP). 
Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif-analisis yaitu 
metode yang mengumpulkan, menyusun data yang diperoleh kemudian 
diinterprestasikan dan dianalisis sehingga mampu memberikan informasi yang 
lengkap bagi pemecah masalah yang dihadapi. Teknik pengumpulan data melalui 
studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan, bahwa pengecualian dalam opini 
atas LKPD Pemkot Bandung disebabkan beberapa faktor yaitu Pengelolaan aset tetap, 
Piutang pajak daerah dan denda pajak daerah, Pengelolaan Dana Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS), Piutang sewa tanah dan bangunan, Utang Jangka Pendek, kelebihan 
pembayaran atas Pembangunan gedung (Creative Centre, Flyover Antapani, 
Underground Reservoir pengendali banjir Gedebage, cihamplas highland skywalk). 
Selanjutnya, penegcualian yang tindak lanjutnya belum sesuai rekomendasi BPK 
akan tetap menjadi pengecualian di tahun berikutnya. Adapun strategi yang dilakukan 
untuk meraih opini WTP di tahun 2017 yaitu dengan cara tunduk dan patuh terhadap 
undang-undang dan tindaklanjut hasil pemeriksaan sebelumnya dilaksanakan. 
Kata kunci : Opini BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), faktor 
pengecualian, rekomendasi, strategi. 
  
  
ABSTRACT 
Elsa Trisnawati 1148010103: AN ANALYSIS ON THE AUDIT BOARD (BPK) 
OPINION REGARDING THE FINANCIAL STATEMENTS FOR LOCAL 
GOVERNMENT (Case Study of Bandung City Government 2014-2016) 
 
 The opinion of the Audit Board (BPK) is an opinion on the fairness of a 
financial report. BPK shall be charged with an audit whose activities check the 
financial statements for violations or not. The more violations will be the worse the 
BPK assessment of the financial statements. 
 
 This study aims to determine what factors are causing the Bandung City 
Government to get a Fair Exclusion Opinion (WDP) from BPK. In addition, to find 
out how far the follow-up of the recommendations of BPK conducted by the City 
Government Bandung and Bandung city strategy star in 2017 get unqualified opinion 
(WTP). 
 
 Writing method used is descriptive-analysis method is a method that 
collects, compile the data obtained and then interpreted and analyzed so as to provide 
complete information for the problem solvers encountered. Data collection techniques 
through literature study and field study consisting of observations and interviews. 
 
 Based on the results of the research shows that the exception in the opinion 
of LKPD Pemkot Bandung due to several factors are the management of fixed assets, 
local tax receipts and local tax penalties, Management of School Operational 
Assistance Fund (BOS), Land and Building lease receivables, Short-term Debts, on 
Construction of the building (Creative Center, Antapani Flyover, Underground 
Reservoir flood control Gedebage, cihamplas highland skywalk). Furthermore, 
exceptions to which the follow-up has not been as recommended by BPK will remain 
the exception in the following year. The strategy undertaken to achieve the opinion of 
the WTP in 2017 is by way of submission and obedience to the law and follow-up 
results of previous examinations carried out. 
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